PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULONPROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan petaygrima di bidang
kesehatan, perlu meningkatkan pelayanan kesehat&urdah
Sakit Umum Daerah Wates;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan diuddksuf
a, maka setiap pelayanan kesehatan dikenakan &Retsbsuai
kebutuhan pelayanan kesehatan, kemampuan masyaekat
memenuhi prinsip keadilan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf @&dparlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Ptegtang
Retribusi Pelayanan KesehatanRlimah Sakit Umum Daerah
Wates;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembeamtuk

Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerahelsa
Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undamgoN 18
Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang NombaHin
1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daeraérdb
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu ugalen
dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951
Nomor 101);



2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang PajakaDatan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomar
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telabaliu
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 teiftajadx
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara T2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemlkeanta
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Taambah
Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt®san
Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 8, dan
15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupatddjaiva
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Reaeri
Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan besettmi{anya
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan &aemnb
Negara Nomor 3456);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentamgbRs
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tiaamba
Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang ikekn

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Rt&heri
dan Rancangan Keputusan Presiden;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerambt
21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Miteatan
Produk-produk Hukum Daerah;

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerambt
22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukurer&la

11.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daeramot
23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Prodikintu
Daerah;



Menetapkan

12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il iKiRoogo
Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Rumaht Saki
Umum Daerah Wates (Lembaran Daerah Tahun 1995 N8mor
Seri D);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il iKiRoogo
Nomor 23 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Katga
Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Lembaran DaeralnTah
1995 Nomor 5 Seri D);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DIRUMAH
SAKIT UMUM DAERAH WATES

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkedrabd
Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyangkat
DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Wates yang selanjutnyiagtist
RSUD Wates adalah Rumah Sakit Umum milik Daerah;.

6. Direktur adalah Direktur RSUD Wates.

7. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegialagapan
yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperavdata tenaga
lainnya di RSUD Wates yang ditujukan kepada sesgodalam
rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawanulihan
kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibdgaskya.



8. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnydwtiseetribusi
adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatayapala medik,
pelayanan keperawatan, penunjang medik dan nonkmgutg
dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atagapan
kesehatan yang diterimanya.

9. Pelayanan poliklinik adalah pelayanan terhadapgyamg masuk
RSUD Wates untuk keperluan observasi, diagnosisggizatan,
rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainagpa tinggal
di ruang rawat inap;

10.Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yangkniRSUD
Wates untuk keperluan observasi, diagnosis, pengopa
rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan laindgagan
menempati ruang rawat inap;

11.Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang ikdiber
secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resikatian
atau cacat.

12.Tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanp@bedahan
yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusahdta
tanpa pembiusan.

13.Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatak
menunjang diagnosis dan terapi.

14.Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan gédregikan oleh
Instansi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayapameriksaan
dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okgpnal, terapi
wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekegasial medik dan
rehabilitasi lainnya.

15.Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang melipugiiatean
penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan margkajian
resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebartmniasi serta
pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesdiettemnpakai.

16.Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi ka&gipengadaan
makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gimadg rawat
inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitiaman d
pengembangan gizi terapan.

17.Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanah&eseyang
secara tidak langsung berkaitan dengan pelayandik me



18.Perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputyipp@anan
dan perawatan jenazah untuk kepentingan pelayapaahftan
sampai dengan pemakaman.

19.Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oliekgama yang
secara langsung atau tidak langsung melakukan gredaykepada
pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawdignosis,
pengobatan, konsultasi, kunjungan (visite), reltalkil medik dan
pelayanan lainnya.

20.Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Wattes
pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan aggialat dan
fasilitas yang digunakan dalam rangka observasagmdisis,
pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya

21.Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang
bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh Ratfelayanan
Kesehatan bagi pasien di RSUD Wates yang menjadi
tanggungannya.

22.Pasien miskin/tidak mampu adalah pasien yang seslayaomi
tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di RSUdde$V
yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau skesérangan
yang sah, penghuni panti asuhan serta gelandaragarpdngemis
yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

23.Biaya satuan (unit cost) adalah jumlah biaya langsatau tidak
langsung yang dikeluarkan untuk suatu pelayanaehetan di
RSUD Wates.

24.Biaya langsung adalah biaya yang timbul sebagdaakadanya
pelayanan kesehatan yang dilakukan.

25.Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak sedamngsung
timbul sebagai akibat ada atau tidak adanya kegiptdayanan
kesehatan.

26.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tida
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatasseman
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Mililgade atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, fkommsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpula@ayasgn,
organisasi massa, organisasi sosial politik atagaresasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentabaidinya.



27.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasayqoeda yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerabkutujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat datiikoteh
orang pribadi.

28.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang jsébga
disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oledibw
Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi d&ajib
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayRgrbusi
yang terutang.

29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnigangikat
SKRD adalah surat ketetapan besarnya Retribusiy&teda
Kesehatan yang harus dibayar oleh pasien di RSU@3dVa

30.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yagigngutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang metkent
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumkaddit
Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yangtéemg atau tidak
seharusnya terutang.

31.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyimgkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusiadan/sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar ysahgnjutnya
disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang mekent
besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlatdikrRetribusi,
jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, bgsasanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Taanbaang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputugang
menentukan tambahan-tambahan atas jumlah Retrbuag telah

ditetapkan.



BAB I

PRINSIP PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
DI RSUD WATES

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung joatad
pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD Wates dengan
memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keraampu
masyarakat.

(2) Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Wates tidakldsudkan
untuk mencari laba dan ditetapkan berdasarkantpagan biaya
satuan dengan tetap memperhatikan pelayanan kepasiarakat
miskin/tidak mampu disamping tetap memperhatikabhukehan
peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehat&$UiD
Wates.

(3) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien miskin/tidempu
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB Il
PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD WATES
Pasal 3

() Jenis pelayanan kesehatan di RSUD Wates meliplatysuean :
a. poliklinik spesialis;
b. gawat darurat;
c. rawat inap;
d. tindakan medik:
1. tindakan medik operatif;
2. tindakan medik non — operatif;
e. kebidanan dan penyakit kandungan :
1. persalinan;
2. tindakan kebidanan/penyakit kandungan;
3. kebidanan/penyakit kandungan lainnya,;
f. penunjang diagnostik :
1. pemeriksaan radiodiagnostik;

2. laboratorium patologi klinik



g. penunjang logistik :
1. farmasi;
2. qizi;
h. rehabilitasi medik;
i. medik gigi dan mulut;
j. kesehatan mata;
k. medik telinga, hidung dan tenggorokan,;
|. perawatan jenazah; dan
m. pelayanan kesehatan lain.
(2) Jenis pelayanan kesehatan lain dimaksud huruf tn(Ay®&asal ini

diatur oleh Bupati atas usul Direktur.
BAB IV

PERAWATAN RAWAT INAP
Pasal 4

(1) Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap teetiri
a. Ruang Rawat Inap :
1. Kelas Standar;
1. Kelas Madya,;
2. Kelas Utama IlI; dan
3. Kelas Utama |;
b. Ruang Rawat Intensif :
1. Ruanglntensive Care Unit (ICU);
2. RuanglIntensive Coronary Care Unit (ICCU); dan
3. RuangNeonatal Intensive Care Unit (NICU).
(2) Fasilitas pada ruang rawat inap dimaksud ayat§i)f a Pasal ini
dibedakan berdasarkan :
a. jumlah tempat tidur;
b. kamar mandi;
c. pendingin ruangan;
d. televisi/radio; dan
e

. fasilitas lain sesuai kelasnya.



Pasal 5

Setiap pasien yang memerlukan rawat inap, ataskiekesendiri atau
penjamin dapat memilih kelas dimaksud Pasal 4 &ypthuruf a
Peraturan Daerah ini, dengan persetujuan Direktalalon dokter

penanggung jawab bangsal.

Pasal 6

Apabila dalam penggunaan fasilitas pada ruang rawagt dimaksud
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, terjadi lkeban atau
kerusakan barang-barang milik RSUD Wates yang dipekan
pasien, yang disebabkan kelalaian atau kesenggpasien atau
keluarganya, maka menjadi tanggung jawab pasian kdhuarganya

atau penjamin.

BAB V

PERAWATAN PASIEN PESERTA ASURANSI KESEHATAN
DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 7

(1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tangguiigdn ketiga
diberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pasien dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila atasipgan sendiri
memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggii tak yang
ditetapkan, wajib membayar selisin biaya yang dibkhn oleh

perbedaan kelas dimaksud.

BAB VI

PERAWATAN JENAZAH

Pasal 8

Pasien yang meninggal dunia dan tidak diketahuiddgnya atau
pihak ketiga yang bertanggung jawab, maka biayavpean sampai
dengan pemakaman jenazah menjadi tanggung jawaleripésh

Daerah.
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BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Golongan, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanahk&n di RSUD
Wates dipungut Retribusi dengan nama RetribusiyBeén Kesehatan
di RSUD Wates.

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Wates tekngelongan

Retribusi Jasa Umum.

Pasal 11

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehat®5dD Wates,
yang meliputi pelayanan :
a. poliklinik spesialis;
b. gawat darurat;
c. rawat inap;
d. tindakan medik:
1. tindakan medik operatif;
2. tindakan medik non — operatif;
e. kebidanan dan penyakit kandungan :
1. persalinan;
2. tindakan kebidanan/penyakit kandungan;
3. kebidanan/penyakit kandungan lainnya,;
f. penunjang diagnostik :
1. pemeriksaan radiodiagnostik;
2. laboratorium patologi klinik;
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g. penunjang logistik :
1. farmasi;
2. gizi;
h. rehabilitasi medik;
i. medik gigi dan mulut;
j. kesehatan mata;
k. medik telinga, hidung dan tenggorokan,;
|. perawatan jenazah; dan

m. pelayanan kesehatan lain.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi/pasien yargndapatkan
pelayanan kesehatan dari RSUD Wates.

Pasal 13

Wajib Retribusi adalah orang pribadi/pasien atadabaatau penjamin
yang bertanggung jawab terhadap seseorang/pasigmyandapatkan
pelayanan kesehatan dari RSUD Wates.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jeniaygean atas

obyek Retribusi dimaksud Pasal 11 Peraturan Dasetah

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Pola Tarip Retribusi

Pasal 15
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur déan tpop
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup giababiaya
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
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(2) Biaya dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
a. jasa sarana;
b. jasa pelayanan; dan
c. pengganti obat dan/atau alat kesehatan.

Bagian Keempat
Struktur dan Pola Tarip

Pasal 16

(1) Struktur dan pola tarip Retribusi ditetapkan beadeen
perhitungan atas hasil analisis biaya satuan dahmbiaya
pengembangan rumah sakit, jasa pelayanan dan pengganti
obat dan/atau alat kesehatan yang ditetapkan dengauus
sebagai berikut :

Tarip Retribusi = biaya satuan + biaya pengembangamah sakit

+ jasa pelayanan wyaipengganti obat dan/atau
alat kesehatan

(2) Proses analisis biaya satuan dilaksanakan metdiapan sebagai
berikut :

a. mengidentifikasi biaya langsung dan tidak langsurang
timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanasetiap
instalasi/unit;

b. menganalisis instalasi/unit yang biayanya timbblsgi akibat
kegiatan di instalasi/unit lain;

c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi diagset
instansi/unit;

d. menghitung biaya tidak langsung di semua instalagi/dan
menetapkan alokasinya ke setiap instalasi/unit; dan

e. menghitung biaya satuan per pelayanan.

(3) Rumus perhitungan biaya satuan adalah sebagauberik

) total biaya langsung + total biaya tidak langsun
Biaya satuan = y gsung y gsung
TJjumlan harl rawat atau_jumian pemeriksaan atau

jumlah tindakan atau jumlah kunjungan
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(4) Biaya pengembangan rumah sakit ditetapkan palmggti20 %
(dua puluh per seratus) dari total biaya satuandipargunakan
untuk pengembangan fasilitas RSUD Wates dalam rgkatkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

(5) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikannmkmmaa
masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku padahrgakit
disekitarnya.

(6) Biaya pengganti harga obat dan/atau alat kesehatamg
digunakan untuk pelayanan kesehatan di RSUD Watetspkan
sebesar harga pembelian ditambah paling tinggi 2@ puluh
per seratus) dari harga pembelian.

Pasal 17

(1) Berdasarkan struktur dan pola tarip dimaksud P&8dPeraturan
Daerah ini, Direktur mengusulkan Tarip Pelayanasehatan di
RSUD Wates untuk ditetapkan oleh Bupati.

(2) Perubahan Tarip dimaksud ayat (1) Pasal ini dajakukan
paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan apabijadeperubahan
biaya satuan untuk masing-masing jenis pelayansehetan.

(3) Keputusan Bupati dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal in
diberitahukan terlebih dahulu kepada DPRD sebelum
diberlakukan.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanarhkatn.

Bagian Keenam

Saat Retribusi Terutang
Pasal 19

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetaf#@RD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
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Bagian Ketujuh

Tata Cara Penetapan

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi harus mengisi SPAORD yang disediaka

(2) Setelah SPdORD diisi dengan lengkap dan benar semaenuhi
syarat, kepada pemohon diberi Nomor Pokok WajibriRedi
Daerah (NPWRD).

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyamp&@PdORD
dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

(1) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkarnias
Retribusi.

(2) Berdasarkan SPdORD dimaksud ayat (1) Pasal ingtagikan
Reribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau mekulain
yang dipersamakan.

(3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat |dtesa
menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan ajuml
Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.

(4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau oh&kulain yang
dipersamakan dimaksud ayat (2) Pasal ini dan SKRDBKBaksud
ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 22

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atawrdek
lain yang dipersamakan dan SKRDKB.
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(2) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi spialpada saat
pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal IatuPan
Daerah ini diterima.

(3) Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapatrgikamakan

dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungasarbga

Retribusi terutang, pengawasan penyetoran Retribdan

penagihan Retribusi.
(4) Pembayaran Retribusi disetor ke dalam Rekening RS$UHdes

pada bank yang sama dengan tempat penyimpanan iRgkeas

Daerah.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penagihan
Pasal 23

(1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan sefefaljuh) hari

sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkanteguran/

peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awabakan

pelaksanaan penagihan.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggabisteguran/

peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retrithasius melunasi

Retribusi yang terutang.
(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejemmakiud ayat (1)

Pasal ini dikeluarkan oleh Direktur.

Bagian Kesepuluh
Keberatan

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secartulis
disertai alasan-alasan yang jelas kepada BupatD@gktur atas
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB da

SKRDLB.
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(2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan k&stapan
Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan
ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

(3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambaidua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yangrdgamakan,
SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Waji
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa janglektuv itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kelarasa.

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimalesad (2)
dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai Surat ktde, sehingga
tidak dipertimbangkan.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membaya

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 2 (dba)an sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi ispn atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa memneri
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambadrnipas
Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ilahtdewat dan
Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberayang

diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 26
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retiibdapat
mengajukan  permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran Retribusi kepada Bupati Cg. Direktur.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 2 (dbajan sejak
diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran Retribusi harus memberikan Keputusan.
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(3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) Pasal ildhdewat dan
Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusigdap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jengkaktu
paling lambat 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribuainhya,
kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhkanguntuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retriblekugtan
dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan kseja
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaranibBsir
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulBapati
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua peusgisdtiap
bulan atas keterlambatan pembayaran kelebiharbRsiri

Pasal 27

(1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayagtibURi
diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan nixertlan :
a. NPWRD;
b. nama dan alamat Wajib Retribusi;
c. masa Retribusi;
d. besarnya kelebihan pembayaran; dan
e. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayastibuRi
disampaikan secara langsung atau melalui pos &rcat

(3) Bukti penerimaan oleh Direktur atau bukti penginmgaos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupat

Pasal 28

(1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retriblakugtan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelabiha

Retribusi.
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(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhit@mgkiengan
utang Retribusi lainnya dimaksud Pasal 26 ayat Rdjaturan
Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pehndkuan
dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti

pembayaran.
Bagian Keduabelas
Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi
Pasal 29

(1) Bupati memberikan keringanan, pengurangan atau @eashn
Retribusi dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasgiat (3)
Peraturan Daerah ini.

(2) Keringanan, pengurangan atau pembebasan Retrilmsiksld
ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikeamampuan
Wajib Retribusi.

(3) Tata cara dan persyaratan permohonan keringanaguzgan
atau pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut Blepati.

Bagian Ketigabelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluavaestelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitungalsepaat
terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Resibmelakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi dimaksud ayat @9aPini
tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; ata
b. pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi $amgy

maupun tidak langsung.
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BAB VIIi

PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal 31

(1) Hasil penerimaan jasa pelayanan kesehatan di RSUWdesNV
merupakan Pendapatan Asli Daerah yang disimpanmdala
Rekening RSUD Wates pada bank yang sama denganattemp
penyimpanan Rekening Kas Daerah.

(2) Pengelolaan hasil penerimaan jasa pelayanan keseieRSUD

Wates diatur oleh Bupati.
BAB IX

KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajib@neghingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungdéingp
lama 3 (tigapulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jamla
Retribusi terutang untuk Daerah.

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adaldéinggaran.

(3) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) Pasal ini tidenghapus
kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimanardiaiam

Peraturan Daerah ini.
BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkundemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik kuntu
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ResilDaerah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang HukumaAcar

Pidana yang berlaku.
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (13l Rwais
adalah :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorangensng
adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturaatiae

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempa
kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tandgepan
diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebaga
tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hydoumya
dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik bahwa tidak terbukti cukupkt atau
peristiwva tersebut bukan merupakan tindak pidana da
selanjutnya melalui penyidik memberitahukan halsdbut
kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluargaaya; d

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyangmikasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui PenyiRBlabat
Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengaenketn yang

diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana enigku.

BAB Xl

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tiRara Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2000 tentangyibResi
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum DaeratesWa
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri B) dikgatatidak

berlaku.
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Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, nreatdan
pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatalalam
Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Juli 2004
BUPATI KULON PROGO,

H.TOYO SANTOSO DIPO
Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Drs. SUTITO
NIP 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERIC
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

UMUM

Dalam rangka pelayanan prima di bidang kesehatamaR Sakit Umum
Daerah Wates sebagai salah satu unsur pelayansimakais bagi masyarakat, dituntut
untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatanyaatdén melalui peningkatan
kualitas rumah sakit beserta fasilitasnya dan piatan kualitas sumber daya
manusia tenaga medis, keperawatan dan tenagadainny

Dalam upaya memajukan RSUD Wates, perlu meningkatidgsiensi dan
efektifitas pada unsur pelayanan kesehatan. Olaen&aitu harus dilakukan
perhitungan atas semua biaya yang dikeluarkan yrailg langsung maupun tidak
langsung berpengaruh pada pelayanan kesehatan.

Perhitungan biaya pelayanan tersebut disampingpakam upaya memajukan
RSUD Wates, juga merupakan wujud transparansi R®l#ies kepada masyarakat
terhadap tarip Retribusi yang diberlakukan, sehandmpk masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai bebanikahgukan dapat terpenuhi dan
diketahui oleh masyarakat penerima jasa pelayaesehatan.

Disamping itu dalam rangka memberikan pelayananehaan kepada
masyarakat tidak mampu, RSUD Wates harus tetapksslakan fungsi sosial
melalui program-program yang ditetapkan oleh Penmtedni Pusat, Pemerintah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan PemeriD&drah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, peretagkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi PelayanaseKatan di Rumah Sakit
Umum Daerah Wates.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
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Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3

Huruf a
poliklinik spesialis meliputi pelayanan rawat jaldengan penanggung
jawab dokter spesialis yang sudah ada di RSUD Whtek penuh
maupun paruh waktu.

Huruf b
gawat darurat meliputi semua pelayanan yang dilakukrhadap pasien
gawat/darurat di RSUD Wates.

Huruf c
rawat inap meliputi semua pelayanan yang dilakuéteabangsal rawat
inap termasuk di ruang intermediate care.

Huruf d
tindakan medik meliputi semua pelayanan tindakadikneéerapi operatif
dan non operatif yang termasuk kategori sederhamapa dengan
canggih/khusus serta tindakan medik gigi dan mulut.

Huruf e
kebidanan dan penyakit kandungan meliputi persalinindakan
kebidanan/penyakit kandungan dan kebidanan/penydahdungan
lainnya.

Huruf f
penunjang diagnostik meliputi pemeriksaan radiadistk dan
laboratorium patologi klinik.

Huruf g
penunjang logistik meliputi pelayanan farmasi dalapanan gizi.

Huruf h
rehabilitasi medik meliputi semua pelayanan yangkdkan di instalasi
rehabilitasi medik termasuk konsultasi psikologn dazelayanan pekerja
sosial medik.

Huruf i
medik gigi dan mulut meliputi kegiatan pemeriksgagnentuan diagnosis
dan tindakan dalam bidang kesehatan gigi dan mulut.

Huruf |
kesehatan mata meliputi semua kegiatan pemeriksgamentuan

diagnosis dan tindakan dalam bidang keahlian penysdta.
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Huruf k
medik telinga, hidung dan tenggorokan meliputi semkegiatan
pemeriksaan, penentuan diagnosis dan tindakan daidamg keahlian
penyakit telinga, hidung dan tenggorokan.

Huruf |
perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputyimp@anan dan
perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan &esebampai dengan
pemakaman.

Huruf m
Pelayanan kesehatan lain adalah semua jenis palaygang diadakan
akibat perkembangan pelayanan kesehatan dan/atgarpbangan RSUD
Wates antara lain pelayanan :

medical chek up;

keur/pengujian kesehatan;

konsultasi khusus (gizi dan obat);

visum et repertum;

kartu tunggu;

administrasi; dan

N o gk~ wDbd e

pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit okér diari luar
RSUD Wates dan/atau Instansi Pemerintah/Swastak uptaktek
pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang térmasiwk
pendidikan dan pelatihan.
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
ayat (1)
Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang pribadu @tadan selain
asuransi yang menanggung sebagian atau seluruhn b&ba pelayanan
kesehatan dari pasien yang ditanggungnya.
ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 8
Jenazah pasien yang tidak diketahui keluarganya pthak ketiga yang
bertanggung jawab, dimakamkan pada tempat pemakgaran ditunjuk oleh
Pemerintah Daerah.
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Harga pembelian sama dengan harga netto apoti&/dedtga pabrik obat.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas



Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
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